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oa.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

bahwa sehubungan dengan perubahan rumusan sasaran
pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan
prioritas pembangunan serta asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program
dan kegiatan pembangunan daerah, maka Peraturan
Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Perlu
Diubah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 15 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo
Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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10.

1l

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18,

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah
Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah( Lembaran
Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo
Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Palopo Tahun 2021 Nomor 3);
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22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2021 tentang
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo
Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2020 Nomor

14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palopo Nomor
15 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Palopo Tahun 2022 diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PALOPO,

Jo

JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo /
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,
FIRMANZA DP
BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN NOMOR 55
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO

TAHUN 2022

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2022 disusun
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Taca Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD Kota Palopo sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 serta sejumlah
dinamika di Kota Palopo menunjukan perlunya penyesuaian beberapa hal dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah, yang kemudian disusun dalam sebuah dokumen yakni Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo (P-RKPD) Tahun 2022.

Beberapa kondisi ril dan asumsi yang melatarbelakangi Perubahan RKPD Kota Palopo
Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan RKP Tahun 2022 dan perubahan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 yang perlu segera diintegrasikan kedalam dokumen perubahan RKPD
Kota Palopo Tahun 2022;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk Tahun 2022;

3. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD), maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
maupun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk menyusun
APBD Perubahan (APBDP) Tahun 2022.

4. Perlunya penyesuaian asumsi-asumsi makro ekonomi Kota Palopo terhadap kemampuan
fiskal daerah, penyesuaian angka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan
dicapai, sinkronsiasi kebijakan daerah dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat,
penyesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk merespon
permasalahan aktual yang berkembang di Kota Palopo.

Tahapan proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2022,
dilaksanakan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 pasal 345, yakni a) penyusunan rancangan perubahan RKPD; b) perumusan rancangan
akhir perubahan RKPD; dan c) penetapan RKPD Kota Palopo. Proses penyusunan perubahan
tersebut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2018-2023, mengingat perubahan RKPD Tahun 2022 dalam kedudukannya sebagai dokumen
perencanaan pembangunan tahun keempat dari atas pelaksanaan RPJMD Kota Palopo periode
2018-2023.
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Sebagai dokumen rencana tahunan, perubahan RKPD Tahun 2022 mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengingat beberapa
hal antara lain :

1. Dokumen perubahan RKPD, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran
dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang telah ditetapkan
melalui RPJMD.

2. Memuat arahan operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun
perubahan Rencana Kerja (renja) Tahun 2022.

3. Menjadi pedoman Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
menentukan perubahan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu
anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

4. Menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Melalui evaluasi pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian
kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga
tahun berkenaan.

Olehnya untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Palopo yang selanjutnya
akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan
Perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran (P-PPAS) APBD Tahun 2022 yang tetap mengacu
pada tema RKPD Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Daya Saing dan
Kemandirian Daerah”

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Palopo

Tahun 2022 ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4248);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota
/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 286);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 314).

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24) ;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Palopo Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun
2013 Nomor 11);
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49. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

50. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender;

51. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2021
Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kota Palopo dan RKP Tahun 2022 merupakan sinergitas, terutama
terkait tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan
Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2022 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Kota Palopo dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Kota Palopo dan perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023
merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur serta merupakan
pelaksanaan tahun keempat RPJMD sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah
Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun
2018-2023, dengan tetap memperhatikan kondisi daerah sampai dengan Triwulan II Tahun
2022.

Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2022 dan dokumen perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan satu kesatuan yang memuat kebijakan program
dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Perubahan RKPD
menjadi dasar penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2022 adalah untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan. Dokumen perubahan RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
melakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja). Selain itu perubahan RKPD
merupakan acuan dalam penyusunan KUPA maupun P-PPAS sebagai dasar penyusunan
perubahan RKA Perangkat Daerah. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman penyusunan
APBD-P) Tahun 2022, maka struktur program dan kegiatan yang tertuang didalam perubahan
RKPD akan diterjemahkan secara operasional kedalam penatausahaan anggaran dalam rangka
mewujudkan target kinerja prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Palopo
Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan dokumen perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2022 adalah
untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan
perkembangan kondisi terkini; memberikan dasar hukum penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) untuk pendanaan tahun 2022 dan memberikan dasar hukum perubahan
target kinerja, lokasi dan pagu kegiatan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BAB1 PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan tentang gambaran umum penyusunan dokumen perubahan
RKPD. Pada sub bab Latar Belakang, menjelaskan tentang perngertian singkat
perubahan RKPD, proses penyusunan, kedudukan, keterkaitan dokumen baik terhadap
RPJMD maupun beberapa dokumen lain yang akan disusun sebagai tindak lanjut
penyusunan dokumen perubahan RKPD. Sub bab Dasar Hukum Penyusunan,
memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
dokumen perubahan RKPD, pada sub bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan
tentang hubungan dokumen perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
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beserta penjelasannya, sub bab Maksud dan Tujuan menguraikan secara ringkas
tentang maksud disusunnya perubahan RKPD dan tujuan yang ingin dicapai dan sub
bab Sistematika Dokumen perubahan RKPD mengemukakan tentang penyusunan
dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengturan bab serta garis besar isi setiap
bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat tentang sub bab Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.
Evaluasi sampai dengan tahun berjalan ini memuat tentang capaian keluaran kegiatan,
capaian kinerja pendanaan, tingkat capaian kinerja dan predikat kinerja, atas program
dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palopo Tahun 2022 selama satu semester, yang dilengkapi dengan saran dan
rekomendasi sementara Permasalahan Pembangunan Daerah yang menguraikan
gambaran singkat kondisi faktual yang akan mempengaruhi kondisi makro Kota Palopo
sampai dengan Triwulan II, tantangan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, serta beberapa isu strategis sepanjang semester pertama Tahun
2022.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat tentang Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah yang menggambarkan
kondisi ekonomi daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan dan perubahan
arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah sampai dengan akhir Tahun 2022 dan
Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang menjelaskan tentang kondisi
keuangan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dan perubahan arah
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun 2022.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang menjelaskan visi dan misi
Kota Palopo yang mencakup tujuan dan sasaran, strategis dana arah kebijakan
pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang Menjelaskan
prioritas dan sasaran pembangunan yang mencakup indikator dan target masing-
masing prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan
prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen
perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfugsikan
perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagimana pada
pasal 348 ayat 1 poin b mengemukakan bahwa perumusan rancangan perubahan RKPD
mencakup evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan yang dapat
diuraikan dengan evaluasi kinerja makro dan evaluasi hasil RKPD tahun berkenan. Evaluasi
merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD triwulan II tahun 2022,
untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas pembangunan dalam RKPD
tahun 2022 dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilaksanakan melalui APBD tahun 2022, yang dilakukan secara sistematis, profesional,
terukur dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang akuntabel dan berkualitas sebagai
masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022, dengan cara
memastikan bahwa target rencana program prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2022
dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.

Tahun 2022 adalah tahun ke empat pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023,
sebagaimana pelaksanaan Visi Kota Palopo “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif
dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023” dengan melaksanakan 5 misi, 5 tujuan dan 11 sasaran
12 program pembangunan yang dilaksanakan dalam 143 program prioritas perangkat daerah.
Berdasarkan evaluasi hasil RKPD triwulan II tahun 2022 menguraikan beberapa hal penting
yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro tahun 2021, capaian
program, kegiatan dan sub kegiatan APBD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan serta
permasalahannya, hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan perubahan dalam menilai
apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target
capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan
perubahan RKPD tahun 2022.

2.1. Evaluasi Kinerja Indikator Makro s.d Tahun 2021

Kinerja Pembangunan Kota Palopo diukur dari ketercapaian indikator makro
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023 yaitu Indeks Pembangunan
Manusia, Persentase Penduduk Minskin, Tingkat Penggangguran Terbuka, Pertumbuhan
ekonomi, PDRB perkapita, Ketimpangan pendapatan, inflasi yang bertujuan untuk
memberikan gambaran pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepalah daerah yang
dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2021, angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Palopo berada pada
angka 5.41% (BPS Kota Palopo Tahun 2022). Angka atau capaian ini melampuai target daerah
2021 (4.16%). Angka Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2021 juga lebih tinggi/lebih
baik dari tahun 2020 (0.45%), namun angka LPE 2021 ini, jelas menyiratkan scarring effect
pandemic covid 19, dimana angka LPE 2021 ini, masih tetap dibawah angka LPE 2019 Kota
Palopo (6.75%). Tiga Kontributor Terbesar LPE Kota Palopo 2021 adalah lapangan usaha
Perdagangan Besar & Eceran (24.04%), Pertanian, Kehutanan, Perikanan (17.14), Konstruksi
(16.69%).

Pemerintah Kota Palopo telah mengambil sejumlah langkah penting dan strategis dalam
pemulihan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2021, yang hasilnya pada tahun 2021 terbukti
mampu menempatkan Kota Palopo sebagai Kota Paling Produktif diantara 2 Kota Lainnya di
Sulsel yakni Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.

Meski demikian, Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palopo Tahun 2021 ini
masih lebih baik atau berada diatas angka LPE Kota Makassar 2021 (4.47%) dan Pare-Pare
(4.41%), juga melampaui atau lebih baik dari angka LPE Provinsi Sulsel (4.65%) dan Nasional
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(3.69%). LPE Kota Palopo bahkan juga berada diatas LPE 2 Kabupaten di Bumi Lakipadada
(Kabupaten Toraja & Toraja Utara).

Nilai PDRB (ADHB) Kota Palopo Tahun
2021 juga memberi Share Sebesar 1.60%
Bagi PDRB (ADHB) Sulawesi Selatan, Lebih
Tinggi/lebih besar dibandingkan Share
Kota Pare-Pare (1.43%). Di jazirah Luwu
atau dalam konteks regional, yang terdiri
dari tiga kabupaten dan satu kota, hanya
Kabupaten Luwu yang LPE melampaui LPE
Kota Palopo sebab Luwu Timur hanya pada

posisi  (-1.39%), Luwu Utara (3.9%),
sementara Luwu (6.03%).
Table 2.1.
Perkembangan Nilai
PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2021
No Bidang /Urusan PDRB ADHB Tahun PDRB ADHK Tahun
£ 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 | Pertanian, Kehutanan, dan 1,301.47 | 1,352.04 | 1,493.21 871,74 884.51 923.60
Perikanan
2 Pertambangan & Penggalian 12.39 12.55 13.43 6,82 6.76 7.16
3 Industri Pengolahan 216.26 205.18 216.58 139,20 130.85 134.79
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 6.05 6.18 6.46 5,89 6.1 6.37
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 Sampah, Limbah, dan Daur 13.55 13.61 13.85 15,42 15.42 15.40
Ulang
6 Konstruksi 1,330.13 1,325.43 1454.37 779,14 774.84 816.75
Perdagangan Besar &
7 Eceran, Reparasi Mobil dan 1,938.86 1,963.95 2095.14 1.421,61 1,426.60 1491.21
Sepeda Motor
g | Transportasidan 475.89 409.35 485.29 312,34 268.07 304.64
Pergudangan
g | Penyediaan Akomodasi dan 93.72 87.5 94.27 64,55 60.02 64.27
Makan Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 335.27 374.82 388.18 335,22 376.6 387.66
11 | JasaKeuangandan 579.66 593.39 671.08 382,09 391.48 423.52
Asuransi
12 Real Estat 384.06 403.01 414.50 246,38 258.25 265.22
13 | Jasa Perusahaan 7.52 7.46 7.82 5,07 4.97 5.14
Administrasi Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan Jaminan 616.97 624.2 666.24 380,14 377.91 399.87
Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 342.26 349.4 359.18 262,10 265.76 272.25
16 | Jasa Kesehatan dan 184.63 193.41 223.66 145,79 150.56 172.78
Kegiatan Sosial
17 | Jasa Lainnya 103.82 103.81 111.04 73,88 73.37 77.63
PDRB ADHB 7,942.48 8,025.29 8714.31 5.447,36 5,472.08 5768.28

Sumber data : Badan Statistik Kota Palopo & Palopo dalam angka tahun 2022

2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi Kota Palopo (Desember) tahun 2021 berada pada angka 2.96% lebih tinggi
dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 1.21% dan 2019 (1.91%). Inflasi Kota

Palopo Tahun 2021 adalah angka inflasi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.
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